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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA SATYAN IS PAMONG PRAJA

LOMBOK TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Disahkan oleh
Alamat : “Jalan Diponegoro No. 100 Praya 83511"
IQ’AG'AN Nama SOP Pencgakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ﬂ
| Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- | 1. Pendidikan S1

Daerah Tingkat 1 Bali,

Pencgakan Peraturan Daerah Non Yustisial dan SOP Pelaksanaan Pembinaan

n, Musa Tenggara Borat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia | 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pencgakan Peratur
Jagm IinSodNom:;- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;) bt ’ Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati craturen
2. Tal}1 ::gb @ ;‘:)il or02m43; 23b Tahun 201;‘ Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia | 3. Memiliki kemampurn den kewenangan dalam Pencgakan P i
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemor ot o020 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Takun 2015 | Caerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
entang cang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Iudonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturzn P:!:ncr;nomh Nomor 16 Talun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja {Lembaran Negara’Repub'.ik
Indonesia Tahun : 18 Nomor 7._2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
g:;:nturana danMPte:;caxr}m'lJaallclmm ll:lneagle; Nol;nor 17TT;aéxuu: 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Nege;x Sipil, Penyediaan
" » Termbinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamon l"ra 5
5. P;;a.t:an Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satandar Operasional Prosedur Polisingr'::ég!mjn
Keterkaitan
- - - Peralatan/Perlengkapar.
SOP Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait dengan SOP Penegakan Peraturan Dacrah Yustisial, SOP | 1. Dilaksanakaﬁk beregu

2. Surat Perintai Tugas dan k=iengkapan lain yang menunjarg sesuai
dengan atwian

[Perinzatan

Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan men

; r gganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam
nelaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga K

etenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pencatatan dar Pendaiaar
Tahap pelapcran dilakukan setelzh pelaksanaan Patroli selesai. Proses
pelaoran dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta

membuat laporan hasil kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PENEGAKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

Ket
He Kegiatan Pelaksana MUh;vBa;‘;:l St |
Kasl Kabid | Kepala | Sekretaris | Kasubbag | Pengadministrasi Anggota | Kelengkapan
Penertiban | KUKM | Satuan Umpeg umum
dan
} Penindakan |
i Komputer 1 Jam iRengiat
1 [Kasi Penertiban dan Penindakan menyusun tahapan =l B ATK P Pengamanan
penegakan Perda dan jadwal kegiatan, serta
Pengidentifikasian pelanggar Perbup dan Keputusan & — — >
Bupati. Hasil pengidentifikasian lalu disampaikan ?
kepada pimpinan
2 |Penerbitan Surat Perintah Tugas oleh Kasubbag |
Umpeg dan didistribusikan kepada yang <« Z".:_
cepentingan :
berkepenting Petunjuk 1 Jam |Briefing

3 |Pengecekan kelengkapan operasional dan persiapan
oleh Kasi Penertiban dan Penindakan.

“4 |Kasi Penertiban dan Fenindakan memimpin penegakanr
perbup dan Keputusan Bupati bersama anggota

= |Hasil pelaksanaan tugas dan dokumentasi dilaporkan

| [secara berjenjang.

pelaksanaan

2jam |Data dan
Cokumentasi

i
LA
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